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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAN KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan

Nasional, serta memperhatikan Surat Persetujuan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/2976.1/M.PANRB/8/2016 perihal Usulan Penataan

Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional (BPN), perlu menetapkan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

BAB I

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

(1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi

vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah

provinsi yang bersangkutan.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan

penyusunan rencana, program, dan anggaran Kantor

Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;

b. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei,

pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah,

pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat,

penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian

pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara;

c. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pengawasan;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor

Pertanahan; dan

e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas

dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Infrastruktur Pertanahan;

c. Bidang Hubungan Hukum Pertanahan;

d. Bidang Penataan Pertanahan;

e. Bidang Pengadaan Tanah; dan

f. Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan.
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Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di

lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan

anggaran, serta pelaporan;

b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

program strategis pertanahan;

c. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan,

analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;

d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi

birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan;

e. pengelolaan urusan keuangan dan administrasi barang

milik negara;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga,

protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan

pengadaan;

g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan

pertanahan;

h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan

pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan

perundang-undangan, dan penanganan pengaduan

masyarakat; dan

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian

tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor

Wilayah dan Kantor Pertanahan.
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Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;

c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;

d. Subbagian Umum dan Informasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan

rencana, program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis

pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta

pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

(2) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan

organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan

pengelolaan urusan kepegawaian serta pengoordinasian

dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor

Wilayah dan Kantor Pertanahan.

(3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan

urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

(4) Subbagian Umum dan Informasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan pelaksanaan urusan

ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan,

dan penyelenggaraan layanan pengadaan,

pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan

pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat

dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan

perundang-undangan, dan penanganan pengaduan

masyarakat.
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